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LAMPIRAN III 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI   
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 
 
A. PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan  

Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  

2.  Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan 

anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah 

Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan 

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif 

dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah. 

 

Ruang Lingkup 

3. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam 

penyajian  LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemerintah 

Daerah. 

  

B. MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari  

entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi 

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:  

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 
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(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara  

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 

daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

5.  Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 

kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara 

menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat 

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi 

perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;  

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan 

(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

C. DEFINISI 

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi 

ini dengan pengertian: 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah. 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung  

seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah daerah.  

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana  

perimbangan dan dana bagi hasil. 

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran  

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 

anggaran. 

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada  

bank yang ditetapkan. 

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan  

belanja selama satu periode pelaporan. 

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.  

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan 
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D. STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

7. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

8 Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, 

dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi 

berikut: 

(a) nama SKPD/PPKD/Pemda; 

(b) periode yang dicakup; 

(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan 

(d) satuan angka yang digunakan. 

 

E. PERIODE PELAPORAN 

10. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan 

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal 

laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan 

disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu 

tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;  

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 

 

F. TEPAT WAKTU 

11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan 

tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti 

kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan 

pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan 

laporan keuangan tepat waktu.  

12. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan 

Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan 

Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya 

tahun anggaran. 
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G. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS  

13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga 

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/ defisit, dan 

pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.  

14. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, 

transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.  

15.  Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan.  

16. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 

sebagai berikut: 

(a) Pendapatan-LRA; 

(b) Belanja; 

(c) Transfer; 

(d) Surplus atau defisit; 

(e) Penerimaan pembiayaan; 

(f) Pengeluaran pembiayaan;  

(g) Pembiayaan neto; dan 

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) 

 

H. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

17.  Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA 

menurut kelompok dan  jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan 

atas Laporan Keuangan.  

18. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis 

pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi 

Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  

Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

19. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja 

menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan 

entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam 

catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi 

disajikan dalam catatan atas laporan keuangan 
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I. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang 

rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut 

kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

 

J. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

22. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas  

akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua 

format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

23. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format  

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  sebagai laporan keuangan pokok dan format 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai 

lampiran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan. 

Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan,  belanja, transfer, 

surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan 

daerah.  

24. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri No 

13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  disajikan dalam lampiran 

kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan 

bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini 

adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi. 

25. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan 

Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 



50 

 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan 

keuangan pokok dan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 13 Tahun 2006 yang  telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran  

26. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai 

dengan  Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran 

kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan 

bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini 

adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi. 
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Lampiran II.2-1 

LRA SKPD format PP 71/2010 

 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

SKPD.............. 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 
   

(dalam rupiah) 

Nomor 
urut Uraian 

Anggaran 

20X1 

Realisasi 

20X1 
% 

Realisasi 

20X0 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN     

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH     

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah     

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah     

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

    

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah     

 Jumlah     

 JUMLAH PENDAPATAN     

2 BELANJA     

2.1 BELANJA OPERASI     

2.1.1 Belanja Pegawai     

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa     

 Jumlah     

2.2 BELANJA MODAL     

2.2.1 Belanja Tanah     

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin     

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan     

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan     

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya     

2.2.6 Belanja Aset Lainnya     

 Jumlah     

 JUMLAH BELANJA     

 SURPLUS/(DEFISIT)     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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Lampiran II.2-2 

LRA SKPD format Permendagri 13/2006 
yang terakhir diubah dengan Permendagri 21/2011 

 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

SKPD.............. 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 
   

(dalam rupiah) 

Nomor 
urut Uraian 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
 

Lebih/ 

(kurang) 

1 2 3 4 5 

1 PENDAPATAN    

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH    

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah    

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah    

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

   

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah    

 Jumlah    

 JUMLAH PENDAPATAN    

2 BELANJA    

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG    

2.1.1 Belanja Pegawai    

 Jumlah    

2.2 BELANJA LANGSUNG    

2.2.1 Belanja Pegawai    

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa    

2.2.3 Belanja Modal    

 Jumlah    

 JUMLAH BELANJA    

 SURPLUS/(DEFISIT)    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

PPKD 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 
 

   
(dalam rupiah) 

Nomor 
urut Uraian 

Anggaran 

20X1 
Realisasi 

20X1 
% 

Realisasi 

20X0 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN     

1.2 PENDAPATAN TRANSFER     

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana 

Perimbangan 

    

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak     

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber 

Daya Alam) 

    

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum     

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus     

 Jumlah     

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya     

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus     

1.2.2.2 Dana Penyesuaian     

 Jumlah     

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi     

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak     

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya     

 Jumlah     

 Jumlah Pendapatan Transfer     

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     

1.3.1 Pendapatan Hibah     

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat     

1.3.3 Pendapatan Lainnya     

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah     

 JUMLAH PENDAPATAN     

2 BELANJA     

2.1 BELANJA OPERASI     

2.1.1 Belanja Pegawai     

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa     

2.1.3 Belanja Bunga     

2.1.4 Belanja Subsidi     

2.1.5 Belanja Hibah     

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial     

 Jumlah Belanja Operasi     

2.3 BELANJA TAK TERDUGA     

2.3.1 Belanja TakTerduga     

 Jumlah Belanja Tak Terduga     

 JUMLAH BELANJA     

2.4 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA     

2.4.1 Bagi Hasil Pajak     

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi     

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya     

 Jumlah Transfer/Bag Hasil ke Desa     

 SURPLUS/(DEFISIT)     

3 PEMBIAYAAN     

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN     

3.1.1 Penggunaan SiLPA     

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan     

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang     
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(dalam rupiah) 

Nomor 
urut Uraian 

Anggaran 

20X1 
Realisasi 

20X1 
% 

Realisasi 

20X0 

Dipisahkan 

3.1.4 Pinjaman Dalam Negeri     

3.1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman     

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan     

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN     

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan     

3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah     

3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri     

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah     

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan     

 JUMLAH PEMBIAYAAN NETO     

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

(SILPA) 

    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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Lampiran II.2-4 
LRA SKPD format Permendagri 13/2006 

yang terakhir diubah dengan Permendagri 21/2011 
 

 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

PPKD 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 

                                                                                                    (Dalam Rupiah) 

No 
Urut 

Uraian 
Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

 
Realisasi 

 

Lebih 
(Kurang) 

1 2 3 4 5 

1 Pendapatan    

1.1 Dana Perimbangan    

1.1.1   Dana Bagi Hasil    

1.1.1.1   Dana Bagi Hasil Pajak    

1.1.1.2  Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber 

Daya Alam 

   

1.1.2   Dana Alokasi Umum    

1.1.3   Dana Alokasi Khusus    

1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah    

1.2.1   Pendapatan Hibah    

1.2.2   Dana Darurat    

1.2.3   Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi  

  dan Pemerintah Daerah Lainnya 

   

1.2.4   Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus    

1.2.5    Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah lainnya 

   

 Jumlah Pendapatan    

2 Belanja    

2.1 Belanja Tidak Langsung    

2.1.1   Belanja Bunga    

2.1.2   Belanja subsidi    

2.1.3   Belanja Hibah    

2.1.4   Belanja Bantuan Sosial    

2.1.5   Belanja Bagi Hasil    

2.1.6   Belanja Bantuan Keuangan    

2.1.7   Belanja Tidak Terduga    

 Jumlah Belanja    

 SURPLUS/(DEFISIT)    

3. Pembiayaan Daerah    

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah    

3.1.1   Penggunaan SiLPA    

3.1.2   Pencairan Dana Cadangan    

3.1.3   Hasil Penjualan Kekayaan  

  Daerah yang Dipisahkan 

   

3.1.4   Penerimaan Pinjaman Daerah    

3.1.5   Penerimaan Kembali Pemberian  

  Pinjaman 

   

3.1.6   Penerimaan Piutang Daerah    

 Jumlah Penerimaan    

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah    

3.2.1   Pembentukan Dana Cadangan    

3.2.2   Penyertaan Modal (Investasi)  

  Pemerintah Daerah 

   

3.2.3   Pembayaran Pokok Utang 
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No 
Urut 

Uraian 
Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

 
Realisasi 

 

Lebih 
(Kurang) 

1 2 3 4 5 

3.2.4   Pemberian Pinjaman Daerah    

 Jumlah Pengeluaran    

 Pembiayaan Neto    

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 
 

   
(dalam rupiah) 

Nomor 
urut Uraian 

Anggaran 
20X1 

Realisasi 
20X1 

% Ralisasi 

20X0 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN     

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH     

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah     

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah     

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

    

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah     

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah     

1.2 PENDAPATAN TRANSFER     

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana 

Perimbangan 

    

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak     

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya 

Alam) 

    

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum     

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus     

 Jumlah     

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya     

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus     

1.2.2.2 Dana Penyesuaian     

 Jumlah     

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi     

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak     

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya     

 Jumlah     

 Jumlah Pendapatan Transfer     

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     

1.3.1 Pendapatan Hibah     

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat     

1.3.3 Pendapatan Lainnya     

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah     

 JUMLAH PENDAPATAN     

2 BELANJA     

2.1 BELANJA OPERASI     

2.1.1 Belanja Pegawai     

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa     

2.1.3 Belanja Bunga     

2.1.4 Belanja Subsidi     

2.1.5 Belanja Hibah     

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial     

 Jumlah Belanja Operasi     

2.2 BELANJA MODAL     

2.2.1 Belanja Tanah     

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin     

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan     

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan     

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya     

2.2.6 Belanja Aset Lainnya     

 Jumlah Belanja Modal     

2.3 BELANJA TAK TERDUGA     

2.3.1 Belanja TakTerduga     

 Jumlah Belanja Tak Terduga     

 JUMLAH BELANJA     

2.4 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA     
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(dalam rupiah) 

Nomor 
urut Uraian 

Anggaran 
20X1 

Realisasi 
20X1 

% Ralisasi 

20X0 

1 2 3 4 5 6 

2.4.1 Bagi Hasil Pajak     

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi     

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya     

 Jumlah Transfer/Bag Hasil ke Desa     

 SURPLUS/(DEFISIT)     

3 PEMBIAYAAN     

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN     

3.1.1 Penggunaan SiLPA     

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan     

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

    

3.1.4 Pinjaman Dalam Negeri     

3.1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman     

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan     

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN     

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan     

3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah     

3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri     

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah     

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan     

 JUMLAH PEMBIAYAAN NETO     

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

(SILPA) 

    

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasuruan, tanggal ................ 

Walikota Pasuruan, 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER…. 
                                                                                            (Dalam Rupiah) 

No 
Urut 

Uraian 
Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

 
Realisasi 

 

 
Lebih 

(Kurang) 

1 2 3 4 5 

1 Pendapatan    

1.1 Pendapatan Asli Daerah    

1.1 Pendapatan Asli Daerah    

1.1.1    Pendapatan pajak daerah    

1.1.2    Pendapatan retribusi   daerah    

1.1.3    Pendapatan hasil pengelolaan 

   Kekayaan daerah yang 

   Dipisahkan 

   

1.1.4    Lain-lain Pendapatan Asli  

   Daerah yang Sah 

   

1.2 Dana Perimbangan    

1.2.1   Dana Bagi Hasil    

1.2.1.1   Dana Bagi Hasil Pajak    

1.2.1.2  Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/    

 Sumber Daya Alam 

   

1.2.2   Dana Alokasi Umum    

1.2.3   Dana Alokasi Khusus    

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah    

1.3.1   Pendapatan Hibah    

1.3.2   Dana Darurat    

1.3.3   Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi  

  dan Pemerintah Daerah Lainnya 

   

1.3.4   Dana Penyesuaian dan Otonomi  

  Khusus 

   

1.3.5    Bantuan Keuangan dari Provinsi  

   atau Pemerintah Daerah lainnya 

   

 Jumlah Pendapatan    

2 Belanja    

2.1 Belanja Tidak Langsung    

2.1.1   Belanja Bunga    

2.1.2   Belanja subsidi    

2.1.3   Belanja Hibah    

2.1.4   Belanja Bantuan Sosial    

2.1.5   Belanja Bagi Hasil    

2.1.6   Belanja Bantuan Keuangan    

2.1.7   Belanja Tidak Terduga    

 Jumlah Belanja Tidak Langsung    

2.2 Belanja Langsung    

2.2.1 Belanja Pegawai    

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa    

2.2.3 Belanja Modal    

 Jumlah Belanja Langsung    

 Jumlah Belanja    

 SURPLUS/(DEFISIT)    

3. Pembiayaan Daerah    

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah    

3.1.1   Penggunaan SiLPA    

3.1.2   Pencairan Dana Cadangan    
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No 
Urut 

Uraian 
Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

 
Realisasi 

 

 
Lebih 

(Kurang) 

1 2 3 4 5 

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah  

yang Dipisahkan 

   

3.1.4   Penerimaan Pinjaman Daerah    

3.1.5   Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman    

3.1.6   Penerimaan Piutang Daerah    

 Jumlah Penerimaan    

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah    

3.2.1   Pembentukan Dana Cadangan    

3.2.2   Penyertaan Modal (Investasi)  

  Pemerintah Daerah 

   

3.2.3   Pembayaran Pokok Utang    

3.2.4   Pemberian Pinjaman Daerah    

 Jumlah Pengeluaran    

 Pembiayaan Neto    

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 
 

Ttd, 
 

HASANI 
 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

Walikota Pasuruan, 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
 
 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam  

penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah 

Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan 

anggaran berbasis akrual untuk entitas pelaporan.     

B. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif 

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih  Tahun Lalu;  

b. Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih; 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 

e. Lain-lain; dan 

f. Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan. 
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C. PENYAJIAN DAN FORMAT LAPORAN 

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD 

selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas 

pelaporan. 

6. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih  lanjut  dari  unsur-unsur  yang  

terdapat  dalam  Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

7. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku 

entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian 

menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

8. Format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah No 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam 

lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi 

dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran 

ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi. 

D. TANGGAL EFEKTIF  

9. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk Laporan Keuangan Daerah 

Tahun 2015. 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 

1 2 3 4 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Saldo Anggaran Lebih Awal 

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan 

Tahun Berjalan 

Subtotal (1 - 2)  

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA/SiKPA)  

 Subtotal (3 + 4) 

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

Lain-lain 

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(XXX) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 

 
Ttd, 

 
HASANI 

 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

WALIKOTA PASURUAN 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
NERACA 

 
A. PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar 

penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. 

 

Ruang Lingkup 

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun 

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk 

tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota Pasuruan, tidak termasuk 

perusahaan daerah. 

 

B. DEFINISI 

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi 

ini dengan pengertian:  

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya.  

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
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Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi 

dalam satu tahun anggaran.  

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.  

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. 

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Pemerintah Daerah.  

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.  

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.  

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di 

antara dua laporan keuangan tahunan.  

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.  

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak 

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah 

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
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Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan.  

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 

pelaporan. 

 

C. KLASIFIKASI 

5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.  

6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos 

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan 

diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar 

dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.  

7. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan 

barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan 

pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan 

nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-

barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan 

yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.  

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan 

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas 

akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset 

nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga 

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset 

lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang.  

9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas;  

(b) investasi jangka pendek; 

(c) piutang; 

(d) persediaan;  

(e) investasi jangka panjang;  

(f) aset tetap; 

(g) kewajiban jangka pendek; 

(h) kewajiban jangka panjang; 
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(i) ekuitas. 

10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika 

penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan 

suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.  

 Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan 

pada faktor-faktor berikut ini:  

(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;  

(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; 

(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.  

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur 

dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset 

tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya 

dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.  

 

D. PENYAJIAN NERACA 

12. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas 

akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam dua 

format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa 

kali diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

13. Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi  disajikan dengan 

format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Permendagri No 21/2011. Sedangkan neraca Pemerintah Daerah 

sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format PP No 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan  

pokok dan  format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Permendagri No 21/2011  sebagai lampiran.  

Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini hanya 

merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan 

akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan 

kebijakan  akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan 

keuangan. 

14. Penyajian laporan keuangan dari format yang diatur  dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah 
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terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam 

format PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan 

prosedur akuntansi. 

 

E. TANGGAL EFEKTIF  

15. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk Laporan Keuangan Daerah 

Tahun 2015. 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
NERACA SKPD ...... 

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 
(dalam rupiah) 

Uraian 
Jumlah 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

1 2 3 4 5 

ASET     

ASET LANCAR     

Kas dan Setara Kas     

   Kas di Bendahara Penerimaan     

   Kas di Bendahara Pengeluaran     

   Kas di BLUD     

Piutang      

   Piutang Pajak     

   Piutang Retribusi     

   Piutang PAD Lainnya     

   Piutang lain-lain     

Persediaan     

   Persediaan Alat Tulis Kantor     

   Persediaan Alat Listrik     

   Persediaan Material/Bahan     

   Persediaan Benda Pos     

   Persediaan Bahan Bakar     

   Persediaan Bahan Makanan Pokok     

Jumlah     

ASET TETAP     

Tanah     

   Tanah     

 Peralatan dan mesin     

   Alat-alat Berat     

   Alat-alat Angkutan Darat Bermotor     

   Alat-alat Angkutan Darat Tidak 
   Bermotor 

    

   Alat-alat Angkutan di Air Bermotor     

   Alat-alat Angkutan di Air Tidak 
   Bermotor 

    

   Alat-alat Angkutan Udara     

   Alat-alat Bengkel     

   Alat-alat Pengolahan Pertanian dan  
   Peternakan 

    

   Peralatan Kantor     

   Perlengkapan Kantor     

   Komputer     

   Meubelair     

   Peralatan Dapur     

   Penghias Ruangan Rumah Tangga     

   Alat-alat Studio     

   Alat-alat Komunikasi     

   Alat-alat Ukur     

   Alat-alat Kedokteran     

   Alat-alat Laboratorium     

   Alat-alat Persenjataan/Keamanan     

Gedung dan bangunan     

   Gedung Kantor     

   Gedung Rumah Jabatan     

   Gedung Rumah Dinas     

   Gedung Gudang     

   Bangunan Bersejarah     

   Bangunan Monumen     

   Tugu Peringatan     
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Uraian 
Jumlah 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

1 2 3 4 5 

Jalan, Jaringan, dan Instalasi     

  Jalan     

  Jembatan     

  Jaringan Air     

  Penerangan Jalan, Taman dan Hutan 
  Kota 

    

  Instalasi Listrik dan Telepon      

Aset Tetap Lainnya     

   Buku dan Kepustakaan     

   Barang Bercorak Kesenian, 
   Kebudayaan 

    

   Hewan/Ternak dan Tanaman     

Konstruksi Dalam Pengerjaan     

   Konstruksi Dalam Pengerjaan     

Akumulasi Penyusutan     

   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap     

 Jumlah     

ASET LAINNYA     

  Tagihan Piutang Penjualan Angsuran     

  Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 
  Daerah 

    

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga     

  Aset Tidak Berwujud     

  Aset Lain-lain     

  Jumlah     

  JUMLAH ASET     
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Uraian Jumlah 
Kenaikan/ 
(Penurunan) 

 Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

1 2 3 4 5 

KEWAJIBAN     

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK     

  Utang Perhitungan Pihak Ketiga     

  Utang Bunga     

  Utang Pajak     

  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     

  Pendapatan Diterima Di Muka     

  Utang Jangka Pendek Lainnya     

  Jumlah     

EKUITAS      

       Ekuitas     

       Ekuitas untuk Dikonsolidasikan     

Jumlah     

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN   
EKUITAS 

    

 
 
 

 Pasuruan, tanggal ................ 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,  
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
NERACA PPKD 

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 
 

                                                                                                 (Dalam Rupiah) 

Uraian 
Jumlah 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

1 2 3 4 5 

ASET     

ASET LANCAR     

Kas     

   Kas di Kas Daerah     

Investasi Jangka Pendek     

  Investasi dalam Saham     

  Investasi dalam Obligasi     

Piutang     

  Piutang Dana Bagi Hasil     

  Piutang Dana Alokasi Umum     

  Piutang Dana Alokasi Khusus     

  Piutang Lain-Lain     

R/K SKPD.....     

Jumlah      

INVESTASI JANGKA PANJANG     

Investasi Non Permanen     

  Pinjaman kepada Perusahaan     
  Negara 

    

  Pinjaman kepada Perusahaan    

  Daerah 

    

  Pinjaman kepada Pemerintah   
  Daerah Lainnya 

    

  Investasi dalam Surat Utang  
  Negara 

    

  Piutang/Investasi Dana Bergulir     

  Investasi Non Permanen Lainnya     

Investasi Permanen     

  Penyertaan Modal Pemerintah  
  Daerah 

    

  Penyertaan Modal dalam Proyek  
  Pembangunan 

    

  Penyertaan Modal Perusahaan  
  Patungan 

    

  Investasi Permanen Lainnya     

Jumlah     

ASET TETAP     

   Tanah     

   Peralatan dan Mesin     

   Gedung dan Bangunan     

   Jalan, Jaringan dan Instalasi     

   Aset Tetap Lainnya     

   Konstruksi Dalam Pengerjaan     

   Akumulasi Penyusutan     

Jumlah      

ASET LAINNYA     

  Tagihan Penjualan Angsuran     

  Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian 
  Daerah 

    

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga     

  Aset Tak Berwujud     

  Aset Lain-lain     

Jumlah      

JUMLAH ASET     
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Uraian 
Jumlah 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

KEWAJIBAN     

Kewajiban Jangka Pendek     

  Utang Perhitungan Pihak Ketiga     

  Utang Bunga     

  Utang Pajak     

  Bagian Lancar Utang Jangka  
  Panjang 

    

  Pendapatan Diterima di Muka     

Kewajiban Jangka Panjang     

  Utang Dalam Negeri     

  Utang Luar Negeri     

Jumlah     

EKUITAS      

    Ekuitas     

    Ekuitas untuk Dikonsolidasikan     

Jumlah     

     

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS  

    

 
 

 

 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,  
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
NERACA 

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 
                                                                                          (Dalam Rupiah) 

Uraian 20X1 20X0 

1 2 3 

ASET   

ASET LANCAR   

   Kas di Kas Daerah   

   Kas di Bendahara Pengeluaran   

   Kas di Bendahara Penerimaan    

   Kas di BLUD   

   Investasi Jangka Pendek   

   Piutang Pajak   

   Piutang Retribusi dan PAD lainnya   

   Piutang  Dana Perimbangan   

   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara   

   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah   

   Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat   

   Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah  
   Lainnya 

  

   Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran   

   Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan   

   Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi   

   Piutang Lainnya   

   Persediaan   

Jumlah Aset Lancar   

INVESTASI JANGKA PANJANG   

 Investasi Non Permanen   

    Pinjaman kepada Perusahaan Negara   

    Pinjaman kepada Perusahaan Daerah   

    Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya   

    Investasi dalam Surat Utang Negara   

    Investasi dalam Proyek Pembangunan   

    Investasi Non Permanen Lainnya   

 Investasi Permanen   

    Penyertaan Modal Pemerintah Daerah   

    Investasi Permanen Lainnya   

ASET TETAP   

   Tanah   

   Peralatan dan Mesin   

   Gedung dan Bangunan   

   Jalan, Irigasi, dan Jaringan   

   Aset Tetap Lainnya   

   Konstruksi dalam Pengerjaan   

   Akumulasi Penyusutan   

Jumlah Aset Tetap   

DANA CADANGAN   

   Dana Cadangan   

Jumlah Dana Cadangan   

ASET LAINNYA   

  Tagihan Penjualan Angsuran   

  Tuntutan Perbendaharaan   

  Tuntutan Gaji Rugi   

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga   

  Aset Tak Berwujud   

  Aset Lain-lain   

Jumlah Aset Lainnya   

   

JUMLAH ASET   

KEWAJIBAN   
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Uraian 20X1 20X0 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   

  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   

  Utang Bunga   

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat   

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah 
Daerah  
  Lainnya 

  

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga 
Keuangan  
  Bukan Bank 

  

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi   

  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya   

  Utang Jangka Pendek Lainnya   

  Jumlah Kewajiban Jangka Pendek   

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG   

  Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat   

  Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya   

  Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank   

  Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank   

  Utang dalam Negeri – Obligasi   

  Utang Jangka Panjang Lainnya   

  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang   

EKUITAS    

  EKUITAS    

   

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pasuruan, tanggal ................ 

WALIKOTA PASURUAN,  
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
NERACA 

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 
(dalam rupiah) 

Uraian 
Jumlah 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

ASET     

ASET LANCAR     

Kas dan Setara Kas     

   Kas di Kas Daerah     

   Kas di Bendahara Penerimaan     

   Kas di Bendahara Pengeluaran     

   Setara Kas     

Investasi Jangka Pendek     

   Investasi dalam Deposito     

   Investasi dalam Saham     

   Investasi dalam Obligasi     

Piutang      

   Piutang Pajak     

   Piutang Retribusi     

   Piutang lain-lain     

Persediaan     

   Persediaan Alat Tulis Kantor     

   Persediaan Alat Listrik     

   Persediaan Material/Bahan     

   Persediaan Benda Pos     

   Persediaan Bahan Bakar     

   Persediaan Bahan Makanan Pokok     

Jumlah     

ASET TETAP     

Tanah     

   Tanah     

 Peralatan dan mesin     

   Alat-alat Berat     

   Alat-alat Angkutan Darat Bermotor     

   Alat-alat Angkutan Darat Tidak 
   Bermotor 

    

   Alat-alat Angkutan di Air Bermotor     

   Alat-alat Angkutan di Air Tidak 
   Bermotor 

    

   Alat-alat Angkutan Udara     

   Alat-alat Bengkel     

   Alat-alat Pengolahan Pertanian dan  
   Peternakan 

    

   Peralatan Kantor     

   Perlengkapan Kantor     

   Komputer     

   Meubelair     

   Peralatan Dapur     

   Penghias Ruangan Rumah Tangga     

   Alat-alat Studio     

   Alat-alat Komunikasi     

   Alat-alat Ukur     

   Alat-alat Kedokteran     

   Alat-alat Laboratorium     

   Alat-alat Persenjataan/Keamanan     

Gedung dan bangunan     

   Gedung Kantor     

   Gedung Rumah Jabatan     

   Gedung Rumah Dinas     

   Gedung Gudang     
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Uraian 
Jumlah 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

   Bangunan Bersejarah     

   Bangunan Monumen     

   Tugu Peringatan     

Jalan, Jaringan, dan Instalasi     

  Jalan     

  Jembatan     

  Jaringan Air     

  Penerangan Jalan, Taman dan 
Hutan 
  Kota 

    

  Instalasi Listrik dan Telepon      

Aset Tetap Lainnya     

   Buku dan Kepustakaan     

   Barang Bercorak Kesenian, 
   Kebudayaan 

    

   Hewan/Ternak dan Tanaman     

Konstruksi Dalam Pengerjaan     

   Konstruksi Dalam Pengerjaan     

Akumulasi Penyusutan     

   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap     

 Jumlah     

     

DANA CADANGAN     

     

ASET LAINNYA     

  Tagihan Piutang Penjualan 

Angsuran 

    

  Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 
  Daerah 

    

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga     

  Aset Tidak Berwujud     

  Aset Lain-lain     

  Jumlah     

  JUMLAH ASET     

KEWAJIBAN     

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK     

  Utang Perhitungan Pihak Ketiga     

  Utang Bunga     

  Utang Pajak     

  Bagian Lancar Utang Jangka 
Panjang 

    

  Pendapatan Diterima Di Muka     

  Utang Jangka Pendek Lainnya     

  Jumlah     

     
EKUITAS      
     EKUITAS      

     
JUMLAH KEWAJIBAN DAN  EKUITAS     

                         

 

 

 

 

  

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

WALIKOTA PASURUAN,  
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 

WALIKOTA PASURUAN 
 

Ttd, 
 

HASANI 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
LAPORAN OPERASIONAL 

 
 
A. PENDAHULUAN 

Tujuan  

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan  

dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam 

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan 

operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, 

dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. 

 
Ruang Lingkup 

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. 

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan   

entitas akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun laporan 

operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan 

surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak 

termasuk perusahaan daerah. 

 

B. DEFINISI 

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan 

pengertian: 

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan 

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi 

atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan 

kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan 

uang kepada  pemerintah  lainnya  yang  digunakan  untuk  pemerataan  

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 



79 

Bantuan  Sosial adalah transfer uang atau  barang yang diberikan  

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko 

sosial. 

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Beban Hibah  adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau 

jasa kepada  pemerintah  lainnya,  perusahaan  negara/daerah,  

masyarakat  dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat. 

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai  suatu aset 

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. 

Beban  Transfer  adalah  beban  berupa  pengeluaran  uang  atau  

kewajiban untuk  mengeluarkan  uang  dari  entitas  pelaporan  kepada  

suatu  entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 

pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 

pelaporan. 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan  

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk 

uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. 

Pendapatan-LO  adalah  hak  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

dan tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau 

hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas 

pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa 

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di 

luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ 

lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar 

harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh  

masyarakat. 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang 

antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. 

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban 

selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari 

kegiatan non operasional dan pos luar biasa. 

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset 

dengan harga jual aset. 

C. MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL 

6.  Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang 

tercerminkan dalam  pendapatan-LO,  beban,  dan  surplus/defisit  

operasional  dari  suatu entitas  yang penyajiannya disandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

7. Pengguna  laporan  membutuhkan  laporan  operasional  dalam 

mengevaluasi  pendapatan-LO  dan  beban  untuk  menjalankan  suatu unit  

atau seluruh  entitas  pemerintahan, sehingga  laporan  operasional  

menyediakan informasi: 

(a)  mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah 

daerah untuk menjalankan pelayanan; 

(b)  mengenai  operasi  keuangan  secara  menyeluruh  yang  berguna  

dalam mengevaluasi  kinerja  pemerintah daerah dalam  hal  efisiensi,  

efektivitas,  dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya 

ekonomi; 

(c)  yang  berguna  dalam  memprediksi  pendapatan-LO  yang  akan  

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam 

periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara  

komparatif; 

(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan 
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peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). 

8. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus 

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga 

penyusunan  Laporan  operasional,  laporan  perubahan  ekuitas,  dan  

neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

D. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL 

11. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,  beban,  

surplus/defisit  dari  operasi,  surplus/defisit  dari kegiatan non 

operasional,  surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara  

komparatif   Laporan operasional  dijelaskan lebih lanjut  dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan 

dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal 

dan moneter,  serta  daftar-daftar  yang  merinci  lebih  lanjut  angka-angka  

yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

12. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas,  dan,  

jika  dianggap  perlu,  diulang  pada  setiap  halaman  laporan, informasi 

berikut: 

 (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 

 (b) cakupan entitas pelaporan; 

 (c) periode yang dicakup; 

 (d) mata uang pelaporan; dan 

 (e) satuan angka yang digunakan. 

13. Struktur  laporan  operasional  mencakup  pos-pos  sebagai berikut: 

 (a) Pendapatan-LO 

 (b) Beban 

 (c) Surplus/Defisit dari Operasi 

 (d) Kegiatan Non Operasional 

 (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa 

 (f) Pos Luar Biasa 

 (g) Surplus/Defisit-LO 

 
14. Rincian Pendapatan-LO terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Pendapatan  Pajak Daerah 

2) Pendapatan  Retribusi Daerah 
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3) Pendapatan  Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan 

4) Pendapatan  Asli Daerah Lainnya 

b. Pendapatan Transfer 

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 

2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 

3) Transfer Pemerintah Propinsi 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

1) Pendapatan Hibah 

2) Pendapatan  Dana Darurat 

3) Pendapatan  Lainnya 

 

15. Rincian Beban terdiri dari : 

a. Beban Operasi 

1) Beban Pegawai 

2) Beban Barang dan Jasa 

3) Beban Bunga 

4) Beban Subsidi 

5) Beban Hibah 

6) Beban Bantuan Sosial 

7) Beban Penyusutan dan Amortisasi 

8) Beban Penyisihan Piutang 

9) Beban Lain-lain 

b. Beban Transfer 

1) Transfer Bagi  Hasil Pajak 

2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

3) Tranfer Keuangan Lainnya 

 

16. Rincian Surplus/Defisit  dari kegiatan non operasional terdiri dari : 

a. Surplus Penjualan  Aset Nonlancar 

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban  Jangka Panjang 

c. Defisit Penjualan  Aset Nonlancar 

d. Defisit Penyelesaian Kewajiban  Jangka Panjang 

e. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  Lainnya 

 

17. Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari : 

a. Pendapatan  Luar Biasa 

b. Beban Luar Biasa 

18. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas 

keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta 
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daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu 

untuk dijelaskan. 

19. Dalam  laporan  operasional  ditambahkan  pos,  judul,  dan sub jumlah 

lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk 

menyajikan laporan operasional secara  wajar. 

20. Contoh  format  laporan  operasional disajikan  dalam ilustrasi pada 

lampiran kebijakan  ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan 

bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah 

menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam 

klarifikasi artinya. 

21. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam : 

Lampiran  II.3.1   = Laporan Operasional  SKPD 

Lampiran  II.3.2 = Laporan Operasional  PPKD  

Lampiran  II.3.3 = Laporan Operasional  Pemerintah Daerah 

 

E. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU 

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

22. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan 

menurut sumber pendapatan.  Rincian lebih lanjut sumber pendapatan 

disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

23. Entitas  pelaporan  menyajikan  beban  yang  diklasifikasikan menurut 

klasifikasi jenis beban.  Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan  

klasifikasi  lain  yang  dipersyaratkan  menurut  ketentuan  perundangan 

yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

24. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun 

klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan 

klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu 

berdasarkan jenis. 

 

F. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 

25. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang 

rupiah. 

26. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang 

digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing  

tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah 

berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 
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27. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan  

dalam  transaksi  dan  mata  uang  asing  tersebut  dibeli  dengan rupiah, 

maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah 

berdasarkan  kurs  transaksi,  yaitu  sebesar  rupiah  yang  digunakan  

untuk memperoleh valuta asing tersebut. 

28. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan 

untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata 

uang asing lainnya, maka: 

(a) Transaksi  mata  uang  asing  ke  mata  uang  asing  lainnya  

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi 

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam 

rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal  

transaksi. 

 
G. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA 

29. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus  

dilaporkan  dalam  Laporan  Operasional  dengan  cara menaksir nilai  

wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, 

transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada 

Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua 

informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. 

30. Transaksi  pendapatan  dan  beban  dalam  bentuk  barang/jasa antara  

lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi. 

 
H. PERIODE PELAPORAN 

31. Laporan  operasional  disajikan  sekurang-kurangnya  sekali dalam  

setahun  Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas 

berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu 

periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus  

mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan 

catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 

32. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak   

tersedia tepat pada waktunya  Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi  

pemerintah  tidak  dapat  dijadikan  pembenaran  atas  ketidakmampuan  

entitas  pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. 
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I. TANGGAL EFEKTIF  

33. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.  
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN  OPERASIONAL 

SKPD ......................... 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  20X1 dan 20X0 

Dalam Rupiah 

URAIAN 20X1 20X0 
Kenaikan/ 

Penurunan 
(%) 

KEGIATAN  OPERASIONAL PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH  

Pendapatan  Pajak Daerah  

Pendapatan  Retribusi Daerah 

Pendapatan  Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah 

yang Dipisahkan 

Pendapatan  Asli Daerah Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 

 

BEBAN 

BEBAN OPERASI 

Beban Pegawai  

Beban Barang dan Jasa  

Beban Penyusutan  

Beban Lain-lain 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx 
 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL 

Surplus Penjualan  Aset Nonlancar 

Defisit Penjualan  Aset Nonlancar 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  

Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL 

xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx xxx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
LAPORAN  OPERASIONAL 

PPKD 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  20X1 dan 20X0 

Dalam Rupiah 

URAIAN 20X1 20X0 
Kenaikan/ 

Penurunan 
(%) 

KEGIATAN  OPERASIONAL PENDAPATAN 

PENDAPATAN TRANSFER 

TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT-DANA 

PERIMBANGAN 

Dana Bagi Hasil Pajak 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana 

Perimbangan 

xxx xxx xxx xxx 

  

TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 

Dana Otonomi Khusus 

Dana Penyesuaian 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya   xxx xxx xxx xxx 

 

TRANSFER  PEMERINTAH PROVINSI  

Pendapatan  Bagi Hasil Pajak  

Pendapatan  Bagi Hasil Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah  

Provinsi    

xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx 

 

LAIN-LAIN  PENDAPATAN YANG SAH 

Pendapatan Hibah  

Pendapatan  Dana Darurat  

Pendapatan  Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Lain-lain  Pendapatan yang sah xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 

 

BEBAN 

BEBAN OPERASI 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah 

Beban Bantuan Sosial  

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx xxx 

BEBAN TRANSFER 

Transfer Bagi  Hasil Pajak 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

Tranfer Keuangan Lainnya  

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 
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URAIAN 20X1 20X0 
Kenaikan/ 

Penurunan 
(%) 

JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx 

 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL 

Surplus Penjualan  Aset Nonlancar 

Surplus Penyelesaian Kewajiban  Jangka Panjang 

Defisit Penjualan  Aset Nonlancar 

Defisit Penyelesaian Kewajiban  Jangka Panjang 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  

Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL 

xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM  POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx 

 

POS LUAR BIASA  

Pendapatan  Luar Biasa  

Beban Luar Biasa 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx xxx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
LAPORAN  OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  20X1 dan 20X0 

Dalam Rupiah 

URAIAN 20X1 20X0 
Kenaikan/ 

Penurunan 
(%) 

KEGIATAN  OPERASIONAL PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH  

Pendapatan  Pajak Daerah  

Pendapatan  Retribusi Daerah 

Pendapatan  Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah 

yang Dipisahkan 

Pendapatan  Asli Daerah Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx 

 

PENDAPATAN TRANSFER 

TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT-DANA 

PERIMBANGAN 

Dana Bagi Hasil Pajak 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana 

Perimbangan 

xxx xxx xxx xxx 

  

TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 

Dana Otonomi Khusus 

Dana Penyesuaian 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya   xxx xxx xxx xxx 

 

TRANSFER  PEMERINTAH PROVINSI  

Pendapatan  Bagi Hasil Pajak  

Pendapatan  Bagi Hasil Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah  

Provinsi    

xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx 

 

LAIN-LAIN  PENDAPATAN YANG SAH 

Pendapatan Hibah  

Pendapatan  Dana Darurat  

Pendapatan  Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Lain-lain  Pendapatan yang sah xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 

 

BEBAN 

BEBAN OPERASI 

Beban Pegawai  

Beban Barang dan Jasa 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah 

Beban Bantuan Sosial  

Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyisihan Piutang 

Beban Lain-lain 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx xxx 

BEBAN TRANSFER 

Transfer Bagi  Hasil Pajak 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 
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URAIAN 20X1 20X0 
Kenaikan/ 

Penurunan 
(%) 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

Tranfer Keuangan Lainnya 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx 

 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL 

Surplus Penjualan  Aset Nonlancar 

Surplus Penyelesaian Kewajiban  Jangka Panjang 

Defisit Penjualan  Aset Nonlancar 

Defisit Penyelesaian Kewajiban  Jangka Panjang 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  

Lainnya 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL 

xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM  POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx 

 

POS LUAR BIASA  

Pendapatan  Luar Biasa  

Beban Luar Biasa 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

JUMLAH POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx xxx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 
WALIKOTA PASURUAN 

 
Ttd, 

 
HASANI 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

WALIKOTA PASURUAN 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
LAPORAN ARUS KAS 

 
 
A. PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur  

penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai 

perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset 

nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode  

akuntansi. 

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode 

akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi 

ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. 

 

Ruang Lingkup 

3. Pemerintah Kota Pasuruan menyusun laporan arus kas sesuai dengan 

kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu 

komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan.  

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas 

Pemerintah Kota Pasuruan yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah. 

 

Manfaat Informasi Arus Kas 

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa 

yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran 

arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk 

dan arus kas keluar selama periode pelaporan. 
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7.  Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan  

dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu 

entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk 

likuiditas dan solvabilitas). 

 

Definisi 

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi 

dengan pengertian: 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 

Bendahara Umum Daerah.   

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu 

periode akuntansi. 

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap 

dan aset nonkeuangan lainnya. 

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka 

panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan 

dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.  

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

pemerintah daerah. 

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas 

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
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Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah. 

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Ekuitas  adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Pemda.  

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. 

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam 

menyajikan laporan keuangan. 

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  

investasi berdasarkan harga perolehan. 

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut 

kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan 

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi 

sesudah perolehan awal investasi. 

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah. 



94 

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Daerah. 

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Daerah.  

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas 

pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran. 

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. 

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 

pelaporan. 

 

Kas dan Setara Kas 

9. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas 

jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan 

setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi 

kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai 

yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau 

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau 

kurang dari tanggal perolehannya. 

10.  Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam 

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi 

aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. 

 

 

B. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS 

11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan 

Pemerintah Daerah  yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Pemerintah daerah. 

12. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah 

unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. 

 

C. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS 
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13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas 

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.  

14. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset 

nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris  memberikan informasi yang 

memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari 

aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. 

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan 

antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan 

transitoris. 

15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa 

aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan 

pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan 

diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran 

bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.  

16. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan 

Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu 

pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi ini. 

 

Aktivitas Operasi 

17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang 

cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan 

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain 

(a) Penerimaan Perpajakan; 

(b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

(c) Penerimaan Hibah; 

(d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi 

Lainnya; 

(e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan 

(f) Penerimaan Transfer. 

19. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 

pengeluaran, antara lain : 

(a) Belanja Pegawai;           

(b) Belanja Barang; 

(c) Bunga; 
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(d) Subsidi; 

(e) Hibah; 

(f) Bantuan Sosial 

(g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan 

(h) Transfer Keluar. 

20. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan 

persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat 

berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. 

21. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu 

entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, 

penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka 

pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. 

Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

 

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan 

22. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan 

pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa 

yang akan datang. 

23. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: 

(a) Penjualan Aset Tetap; 

(b) Penjualan Aset Lainnya. 

(c) Pencairan Dana Cadangan 

(d) Penerimaan dari Divestasi 

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas 

24. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari : 

(a) Perolehan Aset Tetap; 

(b) Perolehan Aset Lainnya. 

(c) Pembentukan Dana Cadangan 

(d) Penyertaan Modal Pemerintah 

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas 

 

Aktivitas Pendanaan 

25. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian 

pinjaman jangka panjang. 
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26. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:  

(a) Penerimaan Utang Luar Negeri;  

(b) Penerimaan dari Utang Obligasi;  

(c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; 

(d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara; 

27. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain 

(a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri; 

(b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi; 

(c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;  

(d) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara. 

 

Aktivitas Transitoris 

28. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

29.  Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan 

pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain 

transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali 

uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. 

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong 

dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak 

ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang 

menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah. 

30. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan 

penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan 

kembali  uang persediaan dari bendahara pengeluaran. 

31. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK  dan 

pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang  

persediaan kepada bendahara pengeluaran. 
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D. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET 

NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS  

32. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi 

aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. 

33. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara 

metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan 

utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 

34. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas 

operasi memiliki keuntungan  sebagai berikut: 

(a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus 

kas di masa yang akan datang; 

(b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan 

(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat 

langsung diperoleh dari catatan akuntansi. 

 

E. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH 

35. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar 

arus kas bersih dalam hal: 

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima 

manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan  

aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu 

contohnya adalah hasil kerjasama operasional.  

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang 

perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya 

singkat. 

  

F. ARUS KAS MATA UANG ASING 

36. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan 

dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang 

asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral 

pada tanggal transaksi. 

37. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus 

dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral 

pada tanggal transaksi.  

38. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan 

kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. 
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G. BUNGA DAN BAGIAN LABA 

39. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran 

belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan 

dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. 

Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan 

ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun. 

40. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas 

aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari 

pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan. 

41. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan 

dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk 

pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan. 

42. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang 

dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-

benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode 

akuntansi yang bersangkutan. 

 

H. INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN  

43. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan 

metode biaya.  

44. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan 

dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai 

perolehannya. 

45. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang  

dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas 

pembiayaan.  

 

I. PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT 

OPERASI LAINNYA 

46. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah 

harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan. 

47. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan 

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal 

yang diungkapkan adalah: 

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;  



100 

b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan 

kas dan setara kas; 

c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi 

lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan  

d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh 

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau 

dilepas. 

48. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi 

lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk 

membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus 

kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan 

investasi lainnya. 

49. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit 

operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya 

jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang 

oleh perusahaan daerah. 

 

J. TRANSAKSI BUKAN KAS 

50. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan 

penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam 

Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan.  

51. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten 

dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut  

tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi      

bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan 

aset melalui pertukaran atau hibah.  

 

K. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS 

52. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam 

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. 

 

L. PENGUNGKAPAN LAINNYA 

53. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang 

signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
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54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna 

laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas 

pelaporan. 

 

M. TANGGAL EFEKTIF  

55. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.  
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 
Dalam Rupiah 

NO URAIAN 20X1 20X0 

1  Arus Kas dari Aktivitas Operasi     

2   Arus Kas Masuk     

3    Pendapatan Pajak Daerah     

4    Pendapatan Retribusi Daerah     

5    
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan     

6    Lain-lain PAD yang sah     

7    Dana Bagi Hasil Pajak     

8    Dana Bagi Hasil Sumber Alam     

9    Dana Alokasi Umum     

10    Dana Alokasi Khusus     

11    Dana Otonomi Khusus     

12    Dana Penyesuaian     

13    Pendapatan Bagi Hasil Pajak     

14    Pendapatan Bagi Hasil Lainnya     

15    Pendapatan Hibah     

16    Pendapatan Dana Darurat     

17    Lain-lain Pendapatan Yang Sah   

18    Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa   

19     Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d18)     

20   Arus Kas Keluar     

21    Belanja Pegawai     

22    Belanja Barang     

23    Bunga      

24    Subsidi      

25    Hibah      

26    Bantuan Sosial     

27    Belanja Tak Terduga     

28    Bagi Hasil Pajak     

29    Bagi Hasil Retribusi     

30    Bagi Hasil Pendapatan Lainnya     

31    Pembayaran Kejadian Luar Biasa   

32     Jumlah Arus Kas Keluar (21 s/d 31)     

33      Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)     

34  Arus Kas dari Aktivitas Investasi      

35   Arus Kas Masuk     

36    Pencairan Dana Cadangan   

37    Pendapatan Penjualan Tanah     

38    Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin     

38    Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan     

39    Pendapatan penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan     

40    Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya     

41    Pendapatan Penjualan Aset Lainnya     

42    Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   

43    
Pendapatan Penjualan Investasi Non Permanen 
   



103 

NO URAIAN 20X1 20X0 

44     Jumlah Arus Kas Masuk (36 s/d 43)     

45   Arus Kas Keluar     

46    Pembentukan Dana Cadangan   

47    Belanja Tanah     

48    Belanja  Peralatan dan Mesin     

49    Belanja Gedung dan Bangunan     

50    Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan     

51    Belanja Aset Tetap Lainnya     

52    Belanja Aset Lainnya     

53    Pembelian Investasi Non Permanen   

54     Jumlah Arus Kas Keluar (46 s/d 53)     

55      Arus Kas Bersih dari Akt. Investasi (44-54)     

56  Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan     

57   Arus Kas Masuk     

58    Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat     

59    Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya     

60    Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank     

61    Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank     

62    Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya     

63    Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah     

64    Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Negara     

65    Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya   

66     Jumlah Arus Kas Masuk (58 s/d 65)     

67   Arus Kas Keluar     

68    
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 
Pusat     

69    
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah 
Daerah Lainnya     

70    
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 
Keuangan Bank     

71    
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 
Keuangan Non Bank     

72    Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya     

73    Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara     

74    Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah     

75    Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya   

76     Jumlah Arus Kas Keluar (68 s/d 75)     

77      Arus Kas Bersih dari Akt. Pendanaan (66-76)     

78  Arus Kas dari Aktivitas Transitoris     

79   Arus Kas Masuk     

80    Penerimaan PFK     

81     Jumlah Arus Kas Masuk     

82   Arus Kas Keluar     

83    Pengeluaran PFK     

84     Jumlah Arus Kas Keluar     

85      Arus Kas Bersih dari Akt. Transitoris (79-82)     

86  Kenaikan /Penurunan Kas (33+55+77+85)     

87  
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara 
Pengeluaran     

88  
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara 
Pengeluaran (86+87)     
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   Saldo Kas di neraca terdiri dari :     

 89   Kas di Kas Daerah     

 90   Kas di Bendahara Pengeluaran     

 91   Kas di Bendahara Penerimaan     

 92   Kas BLUD      

          Jumlah Saldo Kas di Neraca (89 s/d 92)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 
 

Ttd, 
 

HASANI 
 

Pasuruan, tanggal ................ 

WALIKOTA PASURUAN 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan  

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah 

mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan 

Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi 

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang 

disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual 

untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

3. Pernyataankebijakaniniberlakuuntuksetiapentitas akuntansi dan entitas 

pelaporan yang memperolehanggaran berdasarkan APBD, termasuk Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak termasukperusahaan daerah. 

B.  STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

4. Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-

kurangnya adalah : 

a. Ekuitas awal 

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang 

antara  lain berasal  dari  dampak  kumulatif  yang  disebabkan  oleh 

perubahan  kebijakan akuntansi  dan  koreksi  kesalahan  mendasar, 

misalnya: 

1) periode sebelumnya; 

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

d. Ekuitas akhir. 
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C. PENYAJIAN DAN FORMAT LAPORAN 

6. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih  lanjut  

dari  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Laporan  Perubahan Ekuitas 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

7. Contoh  format  Laporan Perubahan Ekuitasdisajikan  dalamilustrasipada 

lampiran kebijakan ini. Ilustrasimerupakancontoh dan bukan merupakan 

bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini 

adalahmenggambarkanpenerapan kebijakan akuntansi. 

TANGGAL EFEKTIF 

8. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk Laporan Keuangan Daerah 

Tahun 2015. 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

SKPD ......... 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

NO URAIAN 20X1 20X0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

EKUITASAWAL  

SURPLUS/DEFISIT-LO 

DAMPAKKUMULATIFPERUBAHANKEBIJAKAN/KESALAHANMENDASAR: 

KOREKSINILAIPERSEDIAAN 

SELISIHREVALUASIASETTETAP 

LAIN-LAIN 

EKUITASAKHIR 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasuruan, tanggal ................ 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

PPKD 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

NO URAIAN 20X1 20X0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

EKUITASAWAL  

SURPLUS/DEFISIT-LO 

DAMPAKKUMULATIFPERUBAHANKEBIJAKAN/KESALAHANMENDASAR: 

KOREKSINILAIPERSEDIAAN 

SELISIHREVALUASIASETTETAP 

LAIN-LAIN 

EKUITASAKHIR 
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Pasuruan, tanggal ................ 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
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WALIKOTA PASURUAN 

 
Ttd, 

 
HASANI 

 

 

 

 

 

Pasuruan, tanggal ................ 

WALIKOTAPASURUAN 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan 

1.  Tujuan kebijakan  akuntansi ini untuk  mengatur penyajian dan 

pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk 

tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

3.  Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang  

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi 

akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah 

masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi 

atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta 

pemerintah yang lebih tinggi.  

4.  Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pada 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun laporan keuangan 

SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, 

tidak termasuk badan usaha milik daerah. 

 

B. DEFINISI  

5.  Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan 

pengertian:  

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut 

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  
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Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Pemda.  

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 

entitas pelaporan. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya. 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibayar kembali 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah.  
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Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran  

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 

anggaran. 

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang 

berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya 

dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

Pos  adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka 

laporan keuangan. 

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji 

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna 

yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 

keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 

C. KETENTUAN UMUM  

6. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk 

menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.  

7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan 

dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat 

mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk 

menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan 

atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan 

pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.  

8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca 

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran 
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mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi 

akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial 

cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan  

keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan 

referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca 

laporan keuangan.  

9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari 

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.  

 

D. STRUKTUR DAN ISI  

10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,  Neraca, dan Laporan Arus Kas 

harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan.  

11. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas,  Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula   

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang  

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti 

kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.  

12. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan 

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, 

antara lain:  

(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

(d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 

lembar muka laporan keuangan; 
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(f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; dan  

(g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang 

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.  

13. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan 

mengikuti kebijakan  akuntansi berlaku yang mengatur tentang 

pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan 

akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan 

akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.  

14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas 

Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan 

skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara     

ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.  

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas 

Akuntansi 

15. Catatan Atas Laporan Keuangan Harus Mengungkapkan Informasi Yang 

Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum. 

16. Untuk Membantu Pemahaman Para Pembaca Laporan Keuangan, perlu 

ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas 

akuntansi yang meliputi: 

a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat 

entitas tersebut berada; 

b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan 

c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

 

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, 

Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan 

Hambatan dalam Pencapaian Target. 

17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya 

untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas 

akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan 

fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. 

18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan 

Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi 
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keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal 

tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, 

entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai 

perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode 

berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan 

dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan 

realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah 

perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan 

anggaran dibandingkan dengan realisasinya.  

19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam 

peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau 

penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam 

kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, 

kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

20. Kondisi ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang 

digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya.  

Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional 

Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak 

dan tingkat suku bunga.  

21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan 

anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan 

anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala 

yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah 

lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas 

akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.  

22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, 

entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan 

persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti 

kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-

perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan 

anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam 

memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.  

23. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit 

pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan 
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dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu 

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan  

24. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara 

garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan 

realisasinya.  Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum 

tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi 

pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.  

25. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun 

pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: 

(a)  nilai target total;  

(b)  nilai realisasi total; 

(c)  prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan 

(d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. 

26. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas 

akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi 

keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,  

misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran 

periode mendatang. 

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan 

Akuntansi Keuangan 

27. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas 

akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Asumsi Dasar Akuntansi  

28. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari 

penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara 

spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau 

konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan. 

29. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan 

pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran  
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tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang 

terdiri dari:  

(a) Asumsi kemandirian entitas;  

(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan  

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).  

30. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap 

sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi 

pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya 

asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran 

dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas 

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca 

untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan 

atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang 

terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang 

telah ditetapkan. 

31. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah 

diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan 

dalam jangka pendek. 

32. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan 

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan 

agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam 

akuntansi. 

Kebijakan Akuntansi 

33. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan 

dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling 

tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara 

tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. 

34. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang 

paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen: 

(a) Pertimbangan Sehat 

(b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya 

diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak 

membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan 

(c) Substansi Mengungguli Bentuk 
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 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan 

disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak 

semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian. 

(d) Materialitas 

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang 

cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-

keputusan. 

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi 

35. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan 

harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan 

metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan 

Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 

36. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan 

menjelaskan hal-hal berikut: 

a). Entitas akuntansi / entitas pelaporan 

b). Basis  akuntansi  yang mendasari   penyusunan  laporan keuangan 

c). Basis pengukuran  yang  digunakan  dalam  penyusunan laporan 

keuangan 

d). Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan    akuntansi. 

e). Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami 

laporan keuangan 

37. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran 

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. 

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai 

untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan 

basis pengukuran tersebut. 

38. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi 

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat 

pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami 

setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi 

yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai  

berikut: 

a) pengakuan pendapatan-LRA; 

b) pengakuan pendapatan-LO 
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c) pengakuan belanja; 

d) pengakuan beban 

c) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 

d) investasi; 

e) pengakuan   dan penghentian / penghapusan aset berwujud/ tidak 

berwujud; 

f) kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 

g) penyusutan; 

h) persediaan; 

i) penjabaran mata uang asing. 

39. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan 

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan 

pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, 

penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih 

kurs.  

40. Kebijakan  akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos 

yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. 

Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan 

diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada. 

41. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka 

dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi 

berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan 

secara kuantitatif harus diungkapkan.  

42. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material 

dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara 

material terhadap tahun-tahun yang akan datang.  

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada 

Lembar Muka Laporan Keuangan  

43. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan 

atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

44. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos 

pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai 

berikut: 
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(a) Anggaran; 

(b) Realisasi; 

(c) Prosentase pencapaian; 

(d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; 

(e) Perbandingan dengan periode yang lalu; 

(f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu; 

(g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;  

(h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, 

dan fungsi;  

(i)   Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan  

(j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

45. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan  

untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran 

Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 

berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL  

akhir periode dengan struktur sebagai berikut: 

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu; 

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu; 

(c) Rincian yang diperlukan; dan 

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

46. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO 

dan beban dengan struktur sebagai berikut: 

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu; 

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu; 

(c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan; 

(d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan 

fungsi; dan  

(e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

47. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal 

periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan 

struktur sebagai berikut: 

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu; 
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(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu; 

(c) Rincian yang diperlukan; dan 

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

48. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas 

dengan struktur sebagai berikut: 

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu; 

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu; 

(c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka 

pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan 

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

49. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas 

pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut: 

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu; 

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu; 

(c) Rincian lebih lanjut atas atas masing-masing akun dalam masing-

masing aktivitas; dan 

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang 

Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan 

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan 

lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan 

komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum 

disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.  

51. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, 

beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak 

penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat 

memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu 

diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat 
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mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada 

periode yang akan datang.  

52. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus 

menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian 

persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari 

seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. 

Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat 

meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang 

disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.  

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya  

53. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi 

yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.   

54. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian 

penting selama tahun pelaporan, seperti:  

(a) Penggantian manajemen selama tahun berjalan;  

(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen 

baru; 

(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;  

(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan 

(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan 

yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.  

55. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai  

pelengkap kebijakan ini.  

Susunan  

56. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan 

atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut: 

(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

(b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

(c)  Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan 

kendalanya;;  

(d) Kebijakan akuntansi yang penting:  

i. Entitas akuntansi/pelaporan;  

ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;  

iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan; 
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iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan  

dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;  

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 

memahami laporan keuangan.  

(e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:  

i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;  

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar  

muka Laporan Keuangan. 

(f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum 

daerah.  

57. Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir 

dalam kebijakan akuntansi ini.  

E. TANGGAL EFEKTIF 

58. Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan 

keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 

Anggaran 2015. 
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

SKPD ........ 

Bab I Pendahuluan  

 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 

 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 

 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 

Bab II  Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 

 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 

 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

Bab III Kebijakan akuntansi 

 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD 

 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP pada SKPD 

 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 

Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 

 5.1 Penjalsan Pos-pos Laporan Realisai Anggaran 

  5.1.1 Pendapatan_LRA  

  5.1.2 Belanja  

 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 

  5.2.1 Pendapatan -LO 

  5.2.1 Beban 

  5.2.3 Kegiatan Non Operasional 

  5.2.4 Pos Luar Biasa 

 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

  5.1.8 Perubahan Ekuitas 

 5.4 Penjalasan Pos-pos Neraca 

  5.1.9 Aset  

  5.1.10 Kewajiban  

  5.1.11 Ekuitas 

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD 

Bab VI Penutup  

 

 

 



 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PPKD 

Bab I Pendahuluan  

 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD 

 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD 

 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD 

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD 

 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

 2.2 Kebijakan keuangan 

 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab III  Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD 

 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD 

 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

Bab IV Kebijakan akuntansi 

 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah PPKD 

 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD 

 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD 

 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP pada PPKD 

 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD 

 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

  5.1.1 Pendapatan-LRA  

  5.1.2 Belanja  

  5.1.3 Pembiayaan 

 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 

  5.1.4 Pendapatan-LO 

  5.1.5 Beban 

  5.1.6 Kegiatan Non Operasional 

  5.1.7 Pos Luar Biasa 

 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

  5.1.8 Perubahan Ekuitas 

 5.4 Penjelasan Pos-pos Neraca 

  5.4.1 Aset  

  5.4.2 Kewajiban  

  5.4.3 Ekuitas 

 5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 

  5.5.1 Arus Kas dari Operasi 

  5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 

  5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 



 

  5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD 

Bab VII Penutup  

 



 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Bab I Pendahuluan  

 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan  

 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan  

 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan  

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD  

 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

 2.2 Kebijakan keuangan 

 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab III  Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan  

 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan  

 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 
ditetapkan 

Bab IV Kebijakan akuntansi 

 4.1 Entitas pelaporan 

 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan  

 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan  

 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam 
SAP 

 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan  

 5.1 Penjalasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

  5.1.1 Pendapatan-LRA  

  5.1.2 Belanja  

  5.1.3 Pembiayaan 

 5.2 Laporan Perubahan SAL 

  5.2.1 Perubahan SAL 

 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 

  5.3.1 Pendapatan-LO 

  5.3.2 Beban 

  5.3.2 Kegiatan Non Operasional 

  5.3.4 Pos Luar Biasa 

 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 

  5.4.1 Perubahan Ekuitas 

 5.5 Penjelasan Pos-pos Neraca 

  5.5.1 Aset  

  5.5.2 Kewajiban  

  5.5.3 Ekuitas 

 5.6 Laporan Arus Kas 

  5.6.1 Arus Kas dari Operasi 

  5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 

  5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 

  5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan  

Bab VII Penutup  

 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
 

Ttd, 
 

HASANI 
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LAMPIRAN X 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

KAS DAN SETARA KAS 

 

PENGERTIAN 

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.  

2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan 

(UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga 

tanggal neraca.  

3. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo 

simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau 

digunakan untuk melakukan pembayaran 

4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas 

meliputi: 

a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 

(tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan. 

b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka 

waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. 

c. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 

(tiga) bulan. 

5. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat 

digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas. 

TUJUAN 

6. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas ini adalah mengatur 

perlakuan akuntansi yang dipilih dalam pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan kas dan setara kas di Neraca entitas akuntansi dan enitas 

pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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RUANG LINGKUP 

7. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas 

dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 

 

8. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan 

entitas akuntansi, termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan 

daerah. 

PENGAKUAN 

9. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah.  

PENGUKURAN 

10. Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal. 

11. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan  dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. Penjabaran mata uang asing  menggunakan kurs tengah Bank 

Indonesia pada tanggal neraca. 

PENGUNGKAPAN 

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas 

antara lain: 

a) Saldo Kas di Kas Daerah 

b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 

c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 

d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah 

13. Rincian Kas baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di 

Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

14. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada 

pihak ketiga berupa Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Oleh karena itu 

jurnal untuk Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) disatukan dalam jurnal 

kas daerah. 

15. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam 

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 
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manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris 

 

TANGGAL EFEKTIF 

16. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015. 

 
 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 

 
HASANI 
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 
 
A. UMUM 

Tujuan 

1.   Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu 

disajikan dalam laporan keuangan. 

2.   Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota 

Pasuruan yang meliputi: definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian 

dan pengungkapannya. 

Ruang Lingkup 

3.   Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang 

dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan 

disajikan dengan basis akrual.  

4.   Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan 

Pemerintah Kota Pasuruan, termasuk BLUD tetapi tidak termasuk 

perusahaan daerah. 

Definisi  

5.  Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.  

6.   Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang 

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 

7.   Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih 

dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik 

piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 

tergantung kondisi dari debiturnya 
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8.  Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar 

(BAS). 

B. PENGAKUAN  

9.   Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul 

klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada 

entitas, yaitu pada saat : 

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;  

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan 

belum dilunasi 

10. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di 

neraca, apabila memenuhi kriteria: 

a. didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan 

kewajiban secara jelas; dan 

b. jumlah piutang dapat diukur; 

11. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi 

atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, 

Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi. 

12. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan 

berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 

lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum 

dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan. 

13. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui 

berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan 

dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar 

hak daerah yang belum dibayarkan. 

14. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut 

ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak 

daerah.  
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15. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim 

pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah 

ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.  

16. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut 

ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak 

daerah  

17. Piutang transfer lainnya diakui apabila: 

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai 

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh 

pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih 

atau piutang bagi daerah penerima; 

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat 

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan 

pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.  

18. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya 

alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah Kota. Piutang 

DBH dihitung berdasarkan  realisasi penerimaan pajak dan penerimaan 

hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum 

ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada 

umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. 

Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, 

tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan 

akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang 

DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

19. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi 

pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah 

penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut 

Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima 

belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang 

belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah 

Daerah penerima yang bersangkutan.  
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20. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran 

ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan 

maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer 

periode berikutnya. 

21. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus 

didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang 

dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR 

dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat 

keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 

tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.  

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur 

pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat 

ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 

 

C. PENGUKURAN   

20. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 

undangan, adalah sebagai berikut: 

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah 

diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau 

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat 

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau  

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; 

atau  

d. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas 

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.  

21. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai  

berikut:  

a. Pemberian pinjaman  
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Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan 

dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai 

dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. 

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai  

kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya 

pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui 

adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada 

periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan.  

b. Penjualan  

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai  

bersihnya.  

c. Kemitraan  

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.  

d. Pemberian fasilitas/jasa  

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah 

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi 

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.  

22. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai 

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi 

kepada Pemerintah Pusat;  

b. Dana Alokasi  Umum  sebesar jumlah yang  belum diterima, dalam  

hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota; 

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi 

dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.  

23. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 

dikemukakan di  atas, dilakukan sebagai berikut:  

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke 
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depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah 

ditetapkan;  

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 

atas 12 bulan berikutnya.  

24. Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan 

awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum 

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. 

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka 

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang 

dihapuskan.    

25. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal  

dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (write-off) dan penghapus 

bukuan (write down). 

26. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 

realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan 

penyisihan piutang.  

27. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi 

sebagai berikut:  

a. Kualitas Piutang Lancar;  

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

c. Kualitas Piutang Diragukan;  

d. Kualitas Piutang Macet. 

28. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara 

pemungut pajak yang terdiri dari:   

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan  

b. Pajak  Ditetapkan  Oleh Kepala Daerah (official assessment).  

29. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar 

Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas lancar, dengan kriteria: 

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak menyetujui hasil pmeriksaan; dan/atau 

3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau  

4) Wajib Pajak likuid; dan/atau   

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 
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1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau  

2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau  

3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau  

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. 

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria : 

1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau  

2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau  

3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau  

4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:  

1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).  

30. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan  

oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:  

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 

3) Wajib Pajak likuid; dan/atau 

4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.  

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 

1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau 

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.   

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 

3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.  

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:  

1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure) 

31. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek 

Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:  
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a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;  

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; 

c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; 

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.  

32. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan 

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun; 

b. Kualitas Kurang Lancar,  apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;  

c. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun; dan  

d. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.   

33. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, 

umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut: 

No Uraian Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn) 

0 s.d 1 >1 s.d 2 > 2 s.d 3 > 3 s.d 5 >5 

1 Piutang Pajak Daerah Lancar K L R R Macet 

2. Piutang Retribusi Lancar KL R Macet Macet 

3 Bagian Laba BUMN/D Lancar K L R Macet Macet 

4 Biaya Dibayar di Muka Lancar K L R Macet Macet 

5 
Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

Propinsi 
Lancar K L R Macet Macet 

6 
Piutang Penjualan dan atau Bagian 

Lancar Penjualan Angsuran 
Lancar K L R Macet Macet 

7 
Piutang Pemberian Pinjaman dan atau 

Bagian Lancar Pemberian Pinjaman 
Lancar K L R Macet Macet 

8 
Piutang Kemitraan dan atau Bagian 

Lancar Piutang Kemitraan 
Lancar K L R Macet Macet 

9 

Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan 

Fasilitas/Jasa 

Lancar K L R Macet Macet 

10 
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan TGR 
Lancar K L R Macet Macet 

11 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 

dan atau Bagian Lancar atas Tagihan 

Tuntan Perbendaharaan 

Lancar K L R Macet Macet 

12 Piutang Lain-Lain Lancar K L R Macet Macet 

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan 

34. Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing 

wajib pajak daerah/wajib retribusi/ nasabah/debitur/badan/ 

perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai 

hak tagih dari pemerintah daerah. 
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D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 

34. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang 

sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang 

yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. 

35. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan 

pengelompokan  piutang, umur piutang (aging schedule) dan tingkat 

kolektibilitasnya. 

36. Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih 

pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut: 

No Uraian Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

0 s.d 1 >1 s.d 2 > 2 s.d 3 > 3 s.d 5 >5 

1 Piutang Pajak Daerah 0 % 20 % 40 % 70 % 100% 

2. Piutang Retribusi 0 % 40 % 70 % 100% 100% 

3 Bagian Laba BUMN/D 0 % 10 % 30 % 60 % 100% 

4 Biaya Dibayar di Muka 0 % 5 % 30 % 60 % 100% 

5 
Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

Propinsi 
0 % 20 % 40 % 70% 100% 

6 
Piutang Penjualan dan atau Bagian 

Lancar Penjualan Angsuran 
0 % 20 % 40 % 60% 100% 

7 
Piutang Pemberian Pinjaman dan atau 

Bagian Lancar Pemberian Pinjaman 
0 % 10 % 30 % 60% 100% 

8 
Piutang Kemitraan dan atau Bagian 

Lancar Piutang Kemitraan 
0 % 10 % 30 % 60% 100% 

9 

Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan 

Fasilitas/Jasa 

0 % 10 % 30 % 60% 100% 

10 
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan TGR 
0 % 10 % 30 % 60% 100% 

11 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 

dan atau Bagian Lancar atas Tagihan 

Tuntan Perbendaharaan 

0 % 10 % 30 % 60% 100% 

12 Piutang Lain-Lain 0 % 10 % 30 % 60% 100% 
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38. Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih 

sesuai kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Per 31 Desember 20X5 

No Uraian 
Klasifikasi Piutang 

Jumlah 
0 s/d 1 th  1 s/d 2 th 2 s/d 3 th 3 s/d 5 th 

I Piutang :      

1 Piutang Pajak 45.000.000 100.000.000 50.000.000 5.000.000 200.000.000 

2 Piutang Retribusi 50.000.000 60.000.000 40.000.000 20.0000.000 170.000.000 

3 
Bagian Lancar Penjualan 
Angsuran 

10.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 20.000.000 

 Jumlah Piutang 105.000.000 165.000.000 92.000.000 28.000.000 390.000.000 

II 
Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih: 

     

1 Piutang Pajak 
0 % 20 % 40 % 70 % 

43.500.000 
0 20.000.000 20.000.000 3.500.000 

2 Piutang Retribusi 
0 % 40 % 70 % 100 % 

72.000.000 
0 24.000.000 28.000.000 20.000.000 

3 
Bagian Lancar Penjualan 
Angsuran 

0 % 20 % 40 % 60 % 
3.600.000 

0 1.000.000 800.000 1.800.000 

 
Jumlah Penyisihan 
Piutang Tdk Tertagih 

0 45.000.000 48.800.000 25.300.000 119.100.000 

 

39. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru 

dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 

40. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode 

pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai 

penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.   

41. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka 

tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam 

CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan 

penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 

selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan 

saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya 

akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai 

penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang 

seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.   

 

E. PENYAJIAN PENYISIHAN PIUTANG 

41. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang 

dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah 

Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang 

(Contra Account). 
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42. Sebagai ilustrasi penyajian penyisihan piutang adalah sebagai berikut: 

NERACA 

Per 31 Desember 20X5 
 

- ASET  - KEWAJIBAN  

  Aset Lancar     Kewajiban Jangka Pendek xxx 

     Piutang Pajak     200.000.000  ....  

     Piutang Retribusi 170.000.000    

     Piutang PNBP 0    Kewajiban Jangka Panjang xxx 

 
    Bagian Lancar Pemberian 

Pinjaman 
0 

 ....  

 
    Bagian Lancar Penjualan 

Angsuran 

20.000.000 
   

 
    Bagian Lancar Tagihan 

Kemitraan 
0 

   

     Bagian Lancar Tagihan Sewa 0    

 Jumlah Piutang 390.000.000    

 
    Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih *) 
(68.600.000) -   

 Jumlah Piutang Netto (NRV) 321.400.000    

      

  Aset Lainnya   EKUITAS   

     Tagihan Pemberian Pinjaman    xxx    Ekuitas xxx 

     Tagihan Penjualan Angsuran xxx    

     Tagihan Kemitraan xxx    

     Tagihan Sewa xxx    ....  

      

*) disajikan sebagai contra account 

 

F. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN 

43. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat 

dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. 

Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar 

tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan  

tersebut selesai/lunas. 

44. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 

dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan 

(write down). 

45. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai 

piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. 

46. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan 

penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan 

pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. 

47. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan 

piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara 

atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih 

piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang 
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sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan 

48. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut : 

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar 

daripada kerugian penghapusbukuan.  

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan. 

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan 

ekuitas. 

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal- 

hal yang tak  mungkin terealisasi tagihannya. 

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, 

sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan 

penghapusbukuan. 

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi 

yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus 

buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan 

keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi 

untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas 

melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. 

47. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, 

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih 

yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. 

48. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya 

penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri 

gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan 

satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca 

dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. 

Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, 

berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat 

dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 

tahun 2004 tentang Perbendaharaan,  
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49. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar dilakukan oleh Kepala 

Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5 

milyar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD 

50. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang 

kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan 

yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu  

membayar. 

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra 

penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas 

menghadapi tugas masa depan. 

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan 

situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya 

penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok 

kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit. 

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau 

tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi 

saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang. 

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum 

kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, 

industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan 

benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. 

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 

dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat 

hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk 

esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan 

administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai 

mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain 

dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif 

intrakomtabel. 

G. PENGUNGKAPAN  
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51. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:  

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan 

dan pengukuran piutang;  

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitasnya; 

c. penjelasan atas penyelesaian piutang; 

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.  

52. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam  

proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.  

53. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang 

perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, 

nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar 

pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap 

perlu. 

54. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di 

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan 

tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang 

bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan 

Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung 

dari jenis piutang. 

H. TANGGAL EFEKTIF 

55. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 

2015. 

 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

Ttd, 

HASANI 
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LAMPIRAN XII 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

 
 
A. UMUM 

Tujuan 

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu 

disajikan dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun   

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan 

pelaporan Pemerintah KotaPasuruan yang memperoleh anggaran 

berdasarkan APBD, termasuk BLUD tetapi tidak termasuk perusahaan 

daerah. 

Definisi 

4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah 

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

5. Persediaan merupakan aset yang berwujud : 

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional pemerintah daerah; 

b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses 

produksi; 

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual   

atau diserahkan kepada masyarakat; 

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah. 

6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan 

disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat 
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tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan 

pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 

7. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga 

meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan 

baku pembuatan alat-alat pertanian. 

8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai 

persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. 

9. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan 

cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau 

untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), 

barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 

10. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada   

masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit 

tanaman diakui sebagai persediaan. 

11. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam 

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

12. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek 

swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi 

dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. 

13. Persediaan antara lain terdiri dari : 

a. Persediaan alat tulis kantor 

b. Persediaan alat listrik; 

c. Persediaan material/bahan; 

d. Persediaan benda pos; 

e. Persediaan bahan bakar; dan 

f. Persediaan bahan makanan pokok. 

14. Persediaan diklasifikasikan sebagai  mana diatur dalam Bagan Akun 

Standar.  

B. PENGAKUAN   

15. Persediaan diakui pada saat : 

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah   

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal;  

b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 

berpindah. 
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16. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik.  

 

C. PENGUKURAN 

17. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan: 

a. Metode Perpetual 

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan 

yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu 

ter-update. 

Digunakan untuk mencatat  jenis persediaan yang sifatnya 

continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-

obatan.  

b. Metode Periodik 

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 

pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan 

keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan 

menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi 

terakhir/nilai wajar. 

Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit 

diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).  

 

D. PENILAIAN 

18. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). 

Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi 

harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai 

persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. 

19. Persediaan disajikan sebesar:  

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan 

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.  

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung 
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yang  terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak 

langsung yang dialokasikan secara sistematis.  

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau 

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).  

 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

20. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.  

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan: 

a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang  

masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual   

atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 

usang. 

 

F. TANGGALEFEKTIF 

1. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 

2015. 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTAPASURUAN, 

 
Ttd, 

 

HASANI 
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LAMPIRAN XIII 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI  

  

A. UMUM 

Tujuan  

1.  Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur  

perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang 

dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup  

2.   Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi 

baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam 

laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan 

dengan basis akrual.  

3.   Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi 

Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang yang meliputi : pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan 

metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan 

keuangan. 

4.  Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi, termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah 

Definisi 

5. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,  

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat  

6. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh 

pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum 

digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. 
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B. KLASIFIKASI 

7. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan 

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok 

aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok 

aset non lancar.  

C. PENGAKUAN 

8. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk 

investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi  apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa  

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut 

dapat diperoleh pemerintah; 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara  

memadai (reliable). 

9. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, 

penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang 

menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, 

entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi 

dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang 

berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang 

pertama kali.  Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat 

ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh 

memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh 

manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin 

timbul. 

 

D. PENGUKURAN 

10. Investasi dicatat sebesar biaya  perolehan. Biaya perolehan investasi 

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi 

perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam 

rangka perolehan tersebut. 

10. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan 

sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang 
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tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal,  

nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 

11. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan 

berdasarkan biaya perolehannya,  atau berdasarkan nilai wajar pada 

tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai 

estimasi yang layak dapat digunakan. 

12. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan 

mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada 

tanggal transaksi. 

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK 

11. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan 

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau 

kurang.  

12. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan 

sampai dengan 12 bulan.  

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah 

dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan 

kas.  

c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. 

13. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek 

antara lain terdiri dari : 

a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; 

b. Surat Utang Negara (SUN); 

c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan 

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan 

sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu 

kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas. 

Pengakuan 

14. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka 

pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : 
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a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut 

dapat diperoleh pemerintah daerah; 
 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memadai (reliable). 

15. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain 

berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash  

dividend) dicatat sebagai pendapatan. 

Pengukuran 

16. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,  misalnya  

saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya  perolehan. 

Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi  itu sendiri 

ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya  lainnya yang 

timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

17. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh 

tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar 

investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila 

tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang  diserahkan atau 

nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh  investasi 

tersebut. 

18. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,  misalnya dalam 

bentuk deposito, dicatat sebesar nilai  nominal deposito tersebut. 

19. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus  dinyatakan dalam 

rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah  Bank Indonesia) 

yang berlaku pada tanggal transaksi. 

20. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek 

diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo 

sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. 

21. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau 

didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan 

atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. 

Pengungkapan 
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22. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 

Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara 

lain: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b. jenis-jenis investasi jangka pendek; 

c. perubahan harga pasar investasi jangka pendek; 

d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan 

tersebut; 

e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

dan 

f. perubahan pos investasi. 

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG 

23. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.  

24. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen,  

b. Investasi Jangka Panjang Permanen 

25. Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan 

atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. 

26. Investasi non permanen dapat berupa: 

(a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 

bulan; 

(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada fihak ketiga; 

(c) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat 

atau biasa disebut dengan Dana Bergulir; 

(d) Investasi non permanen lainnya. 

27. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau 

tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

28. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah 

investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk 
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mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka 

panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.  

29. Investasi permanen dapat berupa: 

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan 

usaha  lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal 

pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu 

perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal 

bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan 

perseroan. ; 

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk 

investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat 

obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan  

penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat  

dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti 

yang tidak tercakup dalam pernyataan ini. 

Pengakuan 

30. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka 

panjang apabila memenuhi salah satu kriteria : 

a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa 

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

pemerintah; 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang 

menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.  

31. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan 

dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. 

 

Pengukuran 

32. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya 

perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain 

yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. 

33. Investasi jangka panjang non permanen: 
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a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian 

obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki 

berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya. 

b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk 

penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk 

dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan. 

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman 

modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti 

proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan 

termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain 

yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang 

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan 

diserahkan ke pihak ketiga. 

34. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset 

pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga 

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga 

perolehannya tidak ada. 

Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang 

35. Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan 

dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut: 

a) Metode biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya 

perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil 

yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada 

badan usaha/badan hukum yang terkait.  

b) Metode ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah  

daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah     

atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase 

kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian 

laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen  

yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai 

investasi pemerintah daerah.  
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Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 

mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, 

misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta 

asing serta revaluasi aset tetap. 

c)  Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama 

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu 

dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, 

investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan 

investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang 

tidak dapat diterima kembali.  

36. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% 

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode 

ekuitas. 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. 

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen 

menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 

37. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan 

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan 

metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah 

tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap 

perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian  

pada perusahaan investee, antara lain: 

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi 

perusahaan investee; 

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam 

rapat/pertemuan dewan direksi. 

Pelepasan dan Pemindahan Investasi 
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38. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, 

dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain 

sebagainya. 

39. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai 

penerimaan pembiayaan. 

40. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah 

daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata 

diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah 

saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

41. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi 

permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain 

dan sebaliknya. 

 

Investasi Non Permanen Dana Bergulir 

42. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 

digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa 

Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi 

rakyat dan tujuan lainnya; 

43. Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut: 

a. Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah; 
 

b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan 

keuangan; 
 

c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
 

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada 

masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa 

nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada 

masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); 

e. Pemerintah daerah dapa menarik kembali dana bergulir dengan 

pertimbangan tertentu. 

 

Pengakuan 

44. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan 

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan 
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Arus Kas.  Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah  

kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut. 

Pengukuran 

45. Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat 

perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, 

yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan 

dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan 

penyesuaian terhadap Dana Bergulir 

Penyajian 

46. Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan 

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan 

Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas 

yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir. 

47. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- 

Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.  

48. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat 

direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana 

Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar 

harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari 

pendapatan dana bergulir.  

49. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-

benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan 

yang berlaku.  

50. Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang  

berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas  

Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana 

Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan 

atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada. 

Penyajian Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasi 

51. Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat 

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 

value) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap 

nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian  



159 

 

selayaknya  akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan 

umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) 

untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir. 

52. Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir 

adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana 

Bergulir Diragukan Tertagih.  

53. Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir 

Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut : 

a. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan 

Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar  persentase 

tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir 

berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir.  

b. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan 

Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama 

dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, 

sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan 

dapat ditagih. 

c. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan 

Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan 

melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen 

Dana Bergulir yang masih outstanding pada akhir periode  

pelaporan. 

d. Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih 

outstanding pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika 

Satuan Kerja  pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan 

dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule).  

e. Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui : 

1) jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih,  

2) jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat 

ditagih dan  

3) jumlah dana bergulir yang dapat ditagih.  

54. Kebijakan Akuntansi atas penetapan aging schedule, kategori dan 

tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir 

Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut: 

No 
Umur Tunggakan Dana 

Bergulir 

Kategori 

Penyaluran 
Dana Bergulir 

% Perkiraan Dana 

Bergulir Diragukan 
Tertagih 
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1 0 s.d 2 Bln Lancar 0 % 

2 >2 Bln  s.d 4 Bln Kurang Lancar 20 % 

3 >4 Bln s.d 12 Bln Diragukan 60 % 

4 >12 Bln Macet 100 % 

 

55. Sebagai ilustrasi perhitungan net realizable value (NRV) atas 

pengelolaan dana bergulir sesuai dengan kebijakan di atas, adalah 

sebagai berikut: 

Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir 

dan PerkiraanDana BergulirTidak Tertagih 

Per 31 Desember xxxx 

No Uraian 

Aging Dana Bergulir 

Jumlah 

0 s.d 2 bln >2 s.d 4 bln 
>4 bln s.d 12 

Bln 
>12 Bln 

1 Dana Bergulir 400.000.000 70.000.000 30.000.000 15.000.000 515.000.000 

2 % Tidak Tertagih 0 % 20 % 60 % 100 %  

3 

Jumlah 

Perkiraan 

Diragukan 

Tertagih 

0 14.000.000 18.000.000 15.000.000 47.500.000 

4 
NRV atas Dana 

Bergulir 
400.000.000 56.000.000 12.000.000 0 467.500.000 

Pengungkapan Dana Bergulir dalam CALK 

56. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai 

pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus 

Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 

1) Dasar penilaian dana bergulir; 

2) Jumlah dana bergulir yang tertagih dan penyebabnya; 

3) Besarnya suku bunga yang dikenakan; 

4) Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/pengurangan dana 

bergulir, dan saldo akhir dana bergulir; 

5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur 

dana bergulir; dan informasi lain yang perlu diungkapkan. 

G. PENGUNGKAPAN 
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57. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen; 

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun 

investasi jangka panjang; 

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan 

tersebut; 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

f. Perubahan pos investasi. 

 

H. TANGGAL EFEKTIF 

58. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 

2015. 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

HASANI 
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